BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa. ! Hal itu sesuai firman Allah surat ar-Rum : 21
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Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu
rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. 2
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Perkawinan atau pernikahan dalam literatur figih berbahasa Arab
disebut dengan dua kata, yaitu nikah (z\S) dan zawaj (z's)). Kedua kata
ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari oleh orang Arab dan
banyak terdapat dalam al-Qur’an dan Hadits nabi. Kata na-ka-ha banyak
terdapat dalam al-Qur’an dengan arti kawin,’

Segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia pasti mempunyai
tujuan dan fungsi. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 ditegaskan

tentang tujuan adanya perkawinan, yakni perkawinan bertujuan untuk

" Undang-Undang R.I No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 2
* Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemah, (Jakarta : CV. Pustaka Al-Kautsar, 2009), 406
* Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Kencana : Jakarta, 2006) 35



mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan
rahmah. *

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq tujuan perkawinan adalah salah
satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada
manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara
yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak,
berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing
pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan
tujuan perkawinan.

Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia,
Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga
hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara hormat dan
adanya saling ridho dengan upacara jjab gabul dan adanya saksi. Bentuk
perkawinan ini sebagai bentuk pemeliharaan keturunan yang baik,
tersalurnya naluri seks, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana
rumput liar. >

Tujuan perkawinan menurut UU Perkawinan No.l Tahun 1974
ialah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, kekal
berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, Islam
menganjurkan menikah, karena ia merupakan jalan yang paling sehat dan
tepat untuk menyalurkan kebutuhan biologis (instink sex). Perkawinan

juga merupakan sarana yang ideal untuk memperoleh keturunan, di mana

4324

> Abdul Rahman Ghozali, Figh Munakahat, (Jakarta : Kencana, 2010), 10



suami istri mendidik serta membesarkannya dengan penuh kasih sayang
dan kemuliaan, perlindungan serta kebesaran jiwa. °

Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat
terkecil dari suami, istri, dan anak. Membentuk rumah tangga artinya
membentuk kesatuan hubungan suami istri dalam satu wadah yang
disebut rumah kediaman bersama. Bahagia artinya ada kerukunan dalam
hubungan antara suami dan istri, atau antara suami, istri, dan anak-anak
dalam rumah tangga. Kekal berarti berlangsung terus-menerus seumur
hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja atau dibubarkan menurut
kehendak dari masing-masing pihak.

Dalam kenyataanya, berdasarkan hasil pengamatan, tujuan
perkawinan banyak juga yang tercapai secara tidak utuh. Tercapainya itu
baru mengenai pembentukan keluarga atau pembentukan rumah tangga,
karena dapat diukur secara kuantitatif. Sedangkan predikat bahagia dan
kekal belum, bahkan tidak tercapai sama sekali. Hal ini terbukti dari
banyaknya perceraian. ’

Ketika suatu rumah tangga telah retak bahkan sampai terjadi
perpisahan maka tujuan dari perkawinan tidaklah tercapai dan perbuatan
ini halal akan tetapi Allah murka akan perbuatan itu.

UU No.1 Tahun 1974 tidak hanya mengatur dalam hal tujuan

perkawinan saja, di dalam UU Perkawinan terdapat batasan seseorang

% Sayyid Sabiq, Fikh Sunnah : Terjemahan, (Bandung : PT. Al-Ma’arif, 1995), 86
7 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti , 2000),
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dapat melakukan perkawinan. Sebagaimana bunyi dalam pasal 7 ayat 1
yakni Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19
(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam
belas) tahun dan bunyi ayat 2 yakni jika ada penyimpangan dalam ayat
(1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain
yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita. °
Ketentuan usia perkawinan ini juga senada dalam Kompilasi Hukum
Islam dalam Pasal 15 ayat 2.

Sedangkan Menurut Kitab Undang-Undang Perdata (BW) pasal
330 ayat 1 sampai 3 yakni batas antara belum dewasa (minderjerigheid)
dengan telah dewasa (meerdejarigheid) yaitu 21 tahun, kecuali : anak itu
sudah kawin sebelum berumur 21 tahun, pendewasaan (venia aetetis
pasal 419). Sedangkan jika terjadi pembubaran perkawinan sebelum
berusia 21 tahun, hal ini tidak mempunyai pengaruh terhadap status
kedewasaannya dan jika ada anak belum dewasa tidak dalam penguasaan
orang tua maka berada di bawah perwalian. °

Dalam Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas
umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur
minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan

memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur’an

¥ Undang-Undang R.I No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 2
? Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta : Bumi aksara, 1999) ,
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mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan

haruslah orang yang siap dan mampu. Hal itu sesuai Firman Allah Swt.
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Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan
orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu
yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika
mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-
Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha
Mengetahui” (QS. an-Nur : 32) '°
Usia dewasa dalam figh ditentukan dengan tanda-tanda yang

bersifat jasmani. Tanda-tanda baligh secara umum antara lain,
sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi pria, 7Atilam bagi pria dan
haid pada wanita minimal pada umur 9 (sembilan) tahun. "'

Dalam ketentuan batasan kapan anak dapat dikatakan sudah
dewasa pun banyak perbedaan. Hal ini menggambarkan ketidakselarasan
hukum yang berlaku di Indonesia khususnya tentang batasan dewasa.
Menurut Moh. Jusuf Hanafiah dalam pidatonya dikemukakan antara lain,
sebagai berikut :

1. Sebagai faktor-faktor yang menurut penelitian dapat menimbulkan
kanker leher rahim (KLR) pada wanita ialah :

a. Kawin pada usia muda atau coitus pada usia muda

b. Banyak anak (multiparitas)

1% Departemen Agama Rl, A/-Qur’an dan Terjemah, (Jakarta : CV. Pustaka Al-Kautsar, 2009)
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c. Banyak sekali kawin atau banyak partner

d. Keadaan sosial ekonomi yang rendah

e. Hygiene yang buruk

2. Dalam hubungan UUP yang menetapkan batas umur 16 tahun untuk

wanita, dapat menimbulkan kerugian sebagai berikut : 2

a. Pada usia 16 tahun seorang wanita sedang mengalami masa
pubertas, yaitu masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa,
malahan ada di antara mereka yang baru pertama kali mendapat
haid (menarche). Pada usia 16 tahun seorang wanita sebenarnya
belum siap fisik dan mentalnya untuk menjadi ibu rumah tangga.

b. Kawin pada usia muda (16 tahun) berarti bahwa wanita tersebut
paling tinggi baru memperoleh pendidikan 9 tahun (paling tinggi
tamat SLTP) dan sebagian besar putus sekolah setelah berumah
tangga. Pendidikan pada wanita mempengaruhi berbagai hal, di
antaranya pendidikan anak-anak dan keberhasilan program
keluarga berencana serta kependudukan.

c. Kawin usia muda berarti memberi peluang kepada wanita belasan
tahun untuk menjadi hamil dengan resiko tinggi (high risk
pregnancy). Pada kehamilan wanita usia belasan tahun (zeen age
pregnancy) komplikasi-kompliksai pada ibu dan anak seperti
anemia, pre-eklampsi, eklampsia, abostus, paratur prematurus,

kematian, perintal, pendarahan dan tindakan operasi obstetrik

"2 Shanty Dellyana, Wanita dan Anak di Mata Hukum, (Yogyakarta : Liberty, 1998), 174



lebih sering dibandingkan dengan golongan umur 20 tahun ke
atas.

Kawin pada usia muda berarti memperpanjang kesempatan
reproduksi. Menarche masa kini lebih cepat dari 50 tahun yang
lampau, sedangkan lebih lambat karena faktor kesehatan
umumnya. Dengan menunda perkawinan berarti menopause
memperpanjang masa antara 2 generasi dan memperpendek masa
reproduksi.

Kawin pada usia muda merupakan faktor predis posisi untuk
KLR (Kanker Leher Rahim), seperti yang telah diuraikan di atas.

Berdasarkan argumen di atas terdapat penambahan argumen

tentang ketidakcocokan usia nikah bagi laki-laki maupun perempuan yang

tercantum dalam pasal 7 ayat 1 UU No.l Tahun 1974, mengatakan

bahwa:

Alasan mengapa kehamilan remaja dapat menimbulkan resiko,

sebagai berikut: "

l.

Rahim belum siap mendukung kehamilan

2. Sistem hormonal belum terkooordinasi lancar

3. Kematangan psikologis untuk mengahadapi proses persalinan yang

traumatik dan untuk mengasuh anak/memelihara belum mencukupi.

Kehamilan pada masa remaja mempunyai resiko medis yang cukup

tinggi, karena pada masa remaja ini, alat reproduksi belum cukup matang

13Eny Kusmiran, Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita, (Jakarta : Salemba Medika, 2012) ,
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untuk melakukan fungsinya. Rahim (uferus) baru siap melakukan
fungsinya setelah umur 20 tahun karena pada usia ini fungsi hormonal
melewati masa kerjanya yang maksimal. Rahim pada seorang wanita
mulai mengalami kematangan sejak umur 14 tahun yang ditandai dengan
dimulainya menstruasi. Pematangan rahim dapat pula dilihat dari
perubahan ukuran rahim secara otomatis. Pada seorang wanita, ukuran
rahim berubah sejalan dengan umur dan perkembangan hormonal.'*

Kehamilan remaja dapat menyebabkna terganggunya perencanaan
masa depan remaja. Misalnya kehamilan pada remaja sekolah, remaja
akan terpaksa meninggalkan sekolah, hal ini berarti terhambat atau
bahkan mungkin tidak tercapai cita-citanya. Sementara itu, kehamilan
remaja juga mengakibatkan lahirnya anak yang tidak diinginkan, sehingga
berdampak pada kasih sayang ibu terhadap anak tersebut. Masa depan
anak ini dapat mengalami hambatan yang menyedihkan karena kurangnya
kualitas asuh dari ibunya yang masih remaja dan belum siap menjadi ibu.
Perkembangan psikologis anak akan terganggu. Besar kemungkinan anak
tersebut tumbuh tanpa kasih sayang dan megalami perlakukan penolakan
dari orang tuanya.'’

Perkawinan di usia remaja juga harus memperhatikan pada
kesiapan mental kedua mempelai, yang mana pada usia remaja mereka
harus melakukan apa yang dilakukan oleh orang dewasa pada umumnya.

Dan hal ini ternyata mendapat respon kurang baik dikalangan masyarakat

Y Ibid. 36-38
Sbid. 36-38



seperti halnya di desa puncu kecamatan puncu kabupaten kediri menurut
cerita warga di desanya banyak sekali terjadi perkawinan remaja
dikarenakan tidak adanya sarana pendidikan yang memadai dan kebiasaan
lingkungan yang mempengaruhi terjadinya perkawinan remaja, hal ini
menggambarkan bahwa di usia yang tergolong muda mereka sudah
kehilangan masa remajanya hingga ia sudah tidak bisa menggapai cita-
citanya. '® Pernyataan ini dikuatkan oleh wakil kepala KUA desa puncu
bapak Johan yang mana beliau menambahi bahwa perkawinan yang
dilakukan oleh anak yang berusia 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun
untuk laki-laki mengakibatkan angka perceraian semakin tinggi karena
faktor ketidaksiapan kedua mempelai untuk melakukan kehidupan rumah
tangga. Anak yang masih berusia 16 tahun secara mental ia belum siap
untuk mengarungi bahtera rumah tangga dan kebutuhan sehari-hari
mereka juga belum dapat memenuhinya. '’

Bidan Listiyawati, Amd. Keb menuturkan bahwa ketika anak yang
masih berusia 16 tahun melakukan perkawinan dan kemudian ia
melahirkan seorang anak, dampak yang timbul darinya sangat banyak
sekali, seperti : ketika persalinan dapat terjadi pendarahan, infeksi rahim,
dan kanker rahim. '®
Pendapat Bidan Listiyawati tidak jauh beda dengan pendapat

Dokter Khof, Beliau berpendapat bahwa jika terjadi perkawinan di usia 16

18 |_jlik, Wawancara, Kediri, Tanggal 20 Februari 2015
'7 Johan Syafudin, Wawancara, Kediri, 06 Februari 2015
8 Listiyawati, Wawancara, Gresik, 23 November 2014



10

tahun maka kondisi rahim belum siap karena organ-organ reproduksi
masih belum matang dan secara mental ia juga belum siap. "

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut sangatlah jelas bahwa
perkawinan yang dilakukan oleh anak (21 tahun kebawah menurut UU
No.23 Tahun 2002 pasal 1) adalah merugikan pihak perempuan dan
adanya ketidakadilan antara anak laki-laki dan perempuan.

Pada saat ini beberapa ormas atau golongan-golongan pembela
wanita mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung terhadap UU No.l
tahun 1974 pasal 7 ayat 1&2 tentang Usia Perkawinan. Tujuan
permohonan adalah untuk memastikan pemenuhan dan perlindungan hak-
hak konstitusional setiap anak Indonesia, seperti hak atas pendidikan,
kesehatan serta tumbuh dan berkembang.

Ruang lingkup pasal yang diuji adalah pasal 7 ayat 1 “ umur 16
tahun dan ayat 2 tentang dispensasi usia perkawinan. Beberapa alasan
yang digunakan adalah pertama, pasal 7 ayat 1 dan 2 telah menciptakan
ketidakpastian hukum, karena : *°

Pertama, bertentangan perUndang-Undangan dan peraturan
lainnya, antara lain terdapat pada : KUHP pasal 330 yang menerangkan
tentang batas seseorang telah dewasa dan belum dewasa dan jika mereka
tidak dalam penguasaan orang tua maka ia dalam perwalian, UU No. 4

Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pasal 1 dan 2 yang berisikan

19 Ahmad Khof Albar, Wawancara, Gresik, 30 Maret 2015
20 http://www .koalisiperempuan.or.id/sidang-juducial-review-uu-perkawinan/diakses pada tanggal
03 November 2014
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tentang kesejahteraan anak dilihat bagaimana ia mendapatkan hak
pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rohani, jasmani
dan sosial, UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak pasal 1
yakni anak yang telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai 18
tahun dan belum pernah kawin, UU nomor 23 Tahun 2002 tentang
perlindungan anak pasal 1 ayat 1 yang menerangkan tentang batas usia
anak yakni seseorang dikatakan anak jika ia berusia di bawah 18 tahun
termasuk yang di dalam kandungan.

Kedua, pasal 1 UU perkawinan telah melahirkan banyak praktik
‘perkawinan anak’ yang mengakibatkan dirampasnya hak anak untuk
bertumbuh dan berkembang, serta mendapat pendidikan. Ketiga, pasal ini
telah mengakibatkan terjadinya deskriminasi dalam pemenuhan hak
antara anak laki-laki dan anak perempuan. *'

Ketidakcocokan Pasal 7 ayat 1&2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang
Usia Perkawinan merupakan salah satu produk hukum 40 Tahun yang lalu
yang pada zaman sekarang sudah dianggap tidak relevan.

Sedangkan perkawinan yang dilakukan oleh anak dibawah umur
20 tahun akan memunculkan banyak mafsadah bagi anak, khususnya bagi
anak perempuan karena di umur 20 tahun kebawah jika ia hamil dan
melahirkan maka bahaya yang diperoleh akan lebih besar bahkan sampai
kematian. Sedangkan Perkawinan merupakan perbuatan yang dianjurkan

oleh Nabi saw sesuai dengan hadits Nabi yang berbunyi :

! Ibid.
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Artinya : Omar bin Hafsh bin Ghiyas menceritakan kepada kami: Ayahku
menceritakan kepada kami : Beritahu kami Al a’mash : Umaroh
menceritakan kepadaku dari Abdul Rahman bin Yazid berkata
saya bertemu bersama Alqamah dan al aswad kepada Abdullah
mengatakan Abdullah: Kami bersama Nabi saw beliau
mengatakan sesuatu kepada pemuda : “Hai para pemuda
barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka
nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih menundukkan
pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan
barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa,
karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat”. **

Akan tetapi, jika perkawinan mengakibatkan kemafsadatan maka
perkawinan harus dihindari. Hal ini sesuai dengan konsep pengambilan
hukum ushul figih yakni Shaddu adh-dhari’ah yaitu pencegahan terhadap
segala sesuatu yang membawa mafsadah. Hal ini senada dengan hadits

Nabi yang berbunyi :
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?2 Sah bin Abdul al-aziz bin Muhammad Ibrahim Ali as-Shaikh. Sahih al-Bukhori. (Riyad : daru
as-Salam, 1419 H) 438

% |bnu Hajar Al-Asgolani, Terjemah Bulughul Maram Kumpulan Hadis Hukum Panduan Hidup
Sehari-Hari, (Jogjakarta : Hikam Pustaka, 2009), 256

?* Sah bin Abdul al-aziz bin Muhammad Ibrahim Ali as-Shaikh. Sahih al-Bukhori. (Riyad : daru
as-Salam, 1419 H)
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Artinya : Dari Abdullah bin Amr RA, ia berkata, Rasulullah SAW
bersabda: “Termasuk di antara dosa besar seorang lelaki
melaknat kedua orang tuanya.” Beliau kemudian ditanya,
“Bagaimana caranya seorang lelaki melaknat kedua orang
tuanya?” Beliau menjawab, “Seorang lelaki mencaci maki ayah
orang lain, kemudian orang yang dicaci itu pun membalas
mencaci maki ayah dan ibu tua lelaki tersebut.

Hadits di atas digunakan oleh Ulama’ Hanafiyah,Syafi’iyah,dan
Syi’ah untuk dapat menerima Shaddu adh-dhari’ah dalam masalah-
masalah tertentu saja, contohnya : seorang muslim mencaci maki
sesembahan orang, sehingga orang musyrik tersebut akan mencaci Allah.
Oleh karena itu, perbuatan seperti itu dilarang.

Sedangkan perkawinan yang dilakukan oleh anak yang berusia 20
tahun kebawah termasuk perkawinan yang tidak ideal karena perkawinan
yang dilakukan belum adanya kesiapan akan menimbulkan sebuah
kerusakan atau kemafsadatan. Apalagi ketika wanita masih berumur 16
tahun menikah dan melahirkan seorang anak maka keadaan seperti ini
akan membahayakan nyawa ibu dan anak karena ketidaksiapan/
ketidakmatangan alat reproduksi wanita tersebut. Jadi sesuatu yang
mengakibatkan suatu kemadaratan maka perkawinan harus dicegah, hal
ini sesuai dengan kaidah figih yang berbunyi :

25
2l
Artinya : Kemadaratan dapat dihilangkan

Penelusuran ilmiah tersebut akan penulis laksanakan dalam wujud

penelitian sebagai syarat akademik dengan judul penelitian “Analisis

> M. Yahya Khusnan Manshur, Ulasan Nadhom Qowaid Fihiyyah Al Faroid Al Bahiyyah,
(Jombang : Pustaka Al Muhibbin,2009) , 81
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Hukum Islam Terhadap Pandangan Ahli Medis Tentang Usia Perkawinan

Menurut Pasal 7 Ayat 1&2 UU No.l Tahun 1974 (Studi Kasus di Rumah

Sakit Kabupaten Gresik”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi

masalah- masalah yang dapat diteliti sebagai berikut :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Pandangan ahli medis terhadap usia perkawinan yang ideal
Pandangan ahli medis tentang bahaya perkawinan usia dini
Pandangan ahli medis terhadap usia perkawinan dalam pasal 7 ayat
1&2 UU No. 1 Tahun 1974

Pandangan ahli medis terhadap kelayakan pasal 7 ayat 1&2 UU No.1
Tahun 1974

Ketentuan usia perkawinan menurut ilmu kesehatan

Ketentuan usia perkawinan menurut Hukum Islam dan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
terhadap pandangan ahli medis tentang usia perkawinan pasal 7 ayat

1&2 UU No.1 Tahun 1974.



15

C. Batasan Masalah
Sehubungan dengan adanya suatu permasalahan di atas, maka untuk
memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi hanya
pada masalah-masalah berikut ini :
1. Pandangan Ahli Medis Tentang Usia Perkawinan Menurut Pasal 7 Ayat
1&2 UU No.1 Tahun 1974
2. Analisis Hukum Islam Tentang Pandangan Ahli Medis Tentang Usia

Perkawinan Menurut Pasal 7 Ayat 1&2 UU No.l Tahun 1974

D. Rumusan Masalah
Untuk mempermudah penyusunan skripsi ini, maka disusun rumusan
masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana Pandangan Ahli Medis Terhadap Usia Perkawinan Menurut
Pasal 7 Ayat 1&2 Uu No.l Tahun 1974 ?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Ahli Medis
Tentang Usia Perkawinan Menurut Pasal 7 Ayat 1&2 Uu No.1 Tahun

19747

E. Kajian Pustaka
Sejauh penelurusan yang penulis lakukan, masalah batas usia seorang
dianggap telah dewasa dan boleh menikah sangatlah kurang. Dan lebih
banyak pada perbedaan batas usia perkawinan yang sesuai pada tolak ukur

mereka masing-masing. Dan dalam pembahasan masalah terdapat beberapa



16

masalah yang menurut penulis berdekatan dengan apa yang penulis lakukan
seperti yang dilakukan oleh :

1. M. Faishol Mu’arrof Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Sunan Ampel Surabaya lulus pada tahun 2007 dengan penelitian yang
berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pencegahan Perkawinan Pada
Usia Anak-Anak dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak”?® Skripsi ini berisikan tentang pandangan hukum
Islam terhadap adanya perkawinan yang dilakukan oleh usia anak-anak
sehingga harus adanya pencegahan perkawinan.

2. Niswatin Nuroifah Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan
Ampel Surabaya lulus pada tahun 2001 dengan penelitian yang berjudul
“Problematika Penentuan Usia Dewasa Seorang Anak Dalam Kekuasaan
Orang Tua Menurut Hukum Islam dan UU No.1 Tahun 1974 " Skripsi
ini membahas tentang perbedaan penentuan usia dewasa sehingga terjadi
ketidakselarasan umur perkawinan di Indonesia.

3. Umi Habibah Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan
Ampel Surabaya lulus pada tahun 2013 dengan penelitian yang berjudul
“Analisis Hukum Islam dan UU No.23 Tahun 2003 Tentang

Perlindungan Anak Terhadap Perjodohan Anak Dalam Kandungan™ **

?® M. Faishol Mu’arof, Analisis Hukum Islam Terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak-
Anak dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Surabaya : Fak
Syariah, 2007)

?’ Niswatin Nuroifah Mahasiswa, Problematika Penentuan Usia Dewasa Seorang Anak Dalam
Kekuasaan Orang Tua Menurut Hukum Islam dan UU No.l Tahun 1974, (Surabaya : Fak Syariah,
2001)

?® Umi Habibah, Analisis Hukum Islam dan UU No.23 Tahun 2003 Te entang Perlindungan Anak
Terhadap Perjodohan Anak Dalam Kandungan, (Surabaya : Fak. Syariah, 2013)
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Penelitian ini membahas tentang tradisi atau adat yang terjadi di suatu
daerah yang mana di umur yang belia ia harus dikawinkan karena
mengikuti adat yang berlaku.

Miftahur Rohmah Mahasiswa Program S-1 Keperawatan Stikes Kusuma
Husada Surakarta lulus pada tahun 2014 dengan penelitian yang
berjudul “Reproduksi Wanita Pernikahan Usia Dini”. *° Penelitian ini
membahas tentang kesehatan reproduksi dan bahaya yang ditimbulkan
dari perkawinan yang dilakukan oleh anak di bawah usia 20 tahun dalam
hal reproduksi.

Dalam penulisan tersebut penulis bermaksud untuk menjelaskan
adanya ketidakkonsistenan sebuah aturan Undang-Undang yang
mengatur batas usia dewasa seorang anak untuk dapat melakukan
perkawinan dan bagaimana pendapat pakar medis jika terjadi
perkawinan di usia 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-
laki. Dan lebih fokus pada apa-apa yang timbul ketika terjadi
perkawinan anak seperti halnya hak kesehatan reproduksi supaya tidak

terjadi kematian ibu dan bayi setelah melahirkan.

F. Tujuan Penelitian

1.

Tujuan dalam penelitian ini adalah :
Untuk memahami pandangan Ahli Medis tentang usia perkawinan

menurut pasal 7 Ayat 1&2 UU No.1 Tahun 1974

* Miftahur Rohmah , Reproduksi Wanita Pernikahan Usia Dini, (Sukarakarta : Program S-1
Keperawatan Stikes Kusuma Husada, 2014 )
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2. Untuk menganalisis pandangan Ahli Medis tentang usia perkawinan
menurut pasal 7 Ayat 1&2 UU No.l Tahun 1974 berdasarkan Hukum

Islam

G. Kegunaan Hasil Penelitian
Adapun kegunaan dari penelitian ini meliputi aspek teoritis dan aspek
praktis.
1. Aspek teoritis
Berdasarkan manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan
berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terkait perkawinan,
khususnya tentang batas umur seorang anak untuk melakukan
perkawinan
2. Aspek Praktis
a. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi penyatuan persepsi bahwa
usia perkawinan bagi yang telah diatur dalam UU No.1 tahun 1974
b. Sebagai rujukan pertimbangan atau rujukan bagi peneliti dalam
penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan batas usia perkawian

yang telah diatur dalam UU No.1 tahun 1974

H. Definisi Operasional
Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penulisan

penelitian ini, dan untuk berbagai pemahaman interpretatif yang bermacam-
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macam, maka peneliti akan menjelaskan beberapa istilah yang digunakan

dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1.

4.

Analisis Hukum Islam : Merupakan istilah khas Indonesia, sebagai
terjemahan al-figh al-Islamy atau dalam konteks tertentu dari as-
shari’ah al-Islamiyah. Dalam wacana ahli hukum dikenal dengan istilah
Islamic law. Hukum Islam dalam penelitian ini meliputi pendapat atau
hasil ijtihad ulama yang tertuang dalam kitab-kitab fikih dan ushul fikih.
UU No. 1 Tahun 1974 : Undang-Undang atau aturan yang mengatur
segala sesuatu yang berhubungan dengan Perkawinan

Ahli Medis : orang yang mahir, paham sekali dalam suvatu ilmu
(kepandaian) dalam hak ini berhubungan dengan bidang kebidanan.
(peneliti mengambil pendapat dari Bidan dan Dokter Spesialis Obgin)
Rumah Sakit : Rumah sakit yang dipilih penulis adalah Rumah Sakit

dalam lingkup Kecamatan Bungah

Metode Penelitian

1.

Data yang dikumpulkan
Data yang diperlukan dihimpun untuk menjawab pertanyaan
dalam rumusan masalah adalah:
a. Pandangan Ahli Medis mengenai usia Perkawinan menurut pasal 7
ayat 1&2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
b. Data mengenai Juducial Review pasal 7 ayat 1&2 UU No.l Tahun

1974
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2. Sumber Data
Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kepustakaan

(biblio research). Maka sumber data yang dihimpun dalam penyusunan
skripsi ini terdiri dari :
a. Sumber Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber

pertama yakni ahli medis.

1) Bidan Listiyawati, Amd. Keb

2) Bidan Nurul Afidah, SST

3) Bidan Nunik Hamidah, SST

4) dr. Muhammad Taufik, SpOG, M.Kes

5) dr. Ahmad Khof Albar, SpOG

6) dr. Ali Sibra M
b. Sumber Sekunder yaitu data yang berupa dokumen, buku/kitab,

hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain-lain, di antaranya:

1) Ushul Fighkarya Maskur Anhari

2) Ushul Figh dan Kaidah-Kidah Penerapan Hukum Islam karya

Miftahul Arifin

3) Fathul Mu’in Jilid Il Terjemahan karya Aliy As’ad

4) Ushul Figh karya Satria Effendi

5) Figh Munakahat karya Abdul Rahman Ghozali

6) Figh dan Ushul Figh Metode Istinbath dan Istidlal karya

Hasbiyallah

7) Ulasan Nadhom Qowaid Fighiyyah al Faroid al Bahiyyah karya
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Y ahya Khusnan Manshur
8) Kamus Istilah Figh karya M. Abdul Mujieb
9) Hukum Perdata Indonesia karya Abdulkadir Muhammad
10) Hukum Perkawinan Islam di Indonesia karya Amir Syarifuddin

11) Sahih al-Bukhori karya Sah bin Abdul al-aziz bin Muhammad

Ibrahim Ali as-Shaikh

1. Teknik Pengumpulan Data
Untuk mempermudah dalam memperoleh data dalam pembahasan ini,
maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara, yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara
untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Wawancara ini
dilakukan dengan Ahli Medis, yakni 3 Dokter dan 3 Bidan.

b. Studi Dokumentasi yaitu membaca dan menelaah bahan bacaan yang
berkaitan dengan judul penelitian, antara lain meliputi UU No.1 Tahun

1974 Pasal 7 Ayat 1&2

J. Teknik Pengolahan Data
Data-data yang berhasil dihimpun selanjutnya dianalisis dengan
metode analisis data sebagai berikut :
1. Editing, yaitu pemeriksaan kembali seluruh data yang diperoleh
mengenai kejelasan data, kesesuaian data yang satu dengan yang

lainnya, relevansi keseragaman satuan atau kelompok data.
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2. Pengorganisasian data, yaitu menyusun dan mensistematisasikan
data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah
direncanakan sebelumnya, sehingga menghasilkan bahan-bahan untuk

merumuskan suatu diskripsi.

K. Teknik Analisis
Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, penulis menggunakan
teknik  deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu
menggambarkan hasil penelitian secara sistematis dengan diawali teori
atau dalil yang bersifat umum tentang usia perkawinan.

Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan
untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, factual, dan
akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena
yang diselidiki. Pendekatan deskriptif analisis dipergunakan untuk
menggambarkan pandangan Ahli Medis terhadap usia perkawinan dalam
pasal 7 ayat 1 & 2 UU No.1 tahun 1974. Selanjutnya, deskripsi tersebut

dianalisis menggunakan pola pikir deduktif.

L. Sistematika Penulisan
Sistematika dalam penulisan skripsi ini disusun menjadi lima bab
sebagai berikut:
Bab pertama adalah Pendahuluan; yaitu meliputi Latar Belakang

Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian



23

Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional,
Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua adalah Kajian Teori, membahas tentang pisau yang
digunakan untuk menganalisis data yakni kajian shaddu adh-dhari’ah serta
membahas perkawinan menurut hukum Islam dan hukum posistif terkait
pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat perkawinan, hikmah perkawinan
dan usia perkawinan.

Bab ketiga adalah Data Penelitian; yaitu berisi tentang Profil Singkat
Ahli Medis, Pandangan ahli medis terhadap usia perkawinan pasal 7 ayat
1&2 UU No.1 Tahun 1974 dan UU No.1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1&.

Bab keempat adalah Analisis, kajian yang membahas analisis data.
Dalam bab ini diadakan analisis terhadap data yang berhasil dikumpulkan
untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan, sebagaimana dimuat dalam
rumusan masalah pada bab satu.

Bab kelima adalah Penutup yang berisi tentang Simpulan dan Saran.



